
WALIKOTA PASURUAN 
PROVINS! JA WA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR to TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA 
PASURUAN NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN 

DAN TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PASURUAN, 

I 

a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi 
dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan 
bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta 
menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah maka perlu mengubah Pedoman 
dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 
Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Mengingat ... 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan kota­
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5430); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
f;'emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang ... 
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7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 
t~lah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 632); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

14. Peraturan ... 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pedaman pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedaman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
l?endapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kata Pasuruan Namor 02 
Tahun 2007 tentang Pakok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, 

I 

Tambahan Lembaran Daerah Kata Pasuruan 
Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kata Pasuruan Nomor 08 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kata Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 
tentang Pokak-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kata Pasuruan Tahun 
2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah 
Kata Pasuruan Nomor 07); 

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kata Pasuruan Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kata Pasuruan Tahun 
2016 Namor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kata Pasuruan Namor 1 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kata Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kata Pasuruan Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kata Pasuruan Tahun 2019 
Nomor 1); 

19. Peraturan ... 
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19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 8); 

21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 
2011 ten tang Pedoman dan Tata Cara Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 
2011 ten tang Pedoman dan Tata Cara Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 35); 

I • 

22. Peraturan Wahkota Pasuruan Nomor 76 Tahun 
2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset (Berita Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 56); 

23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 61); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 
NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN DAN 
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

Pasal I ... 
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Pasal I 

Peraturan Walikata Pasuruan Namar 47 Tahun 2011 
tentang Pedaman dan Tata Cara Pemberi~ Hibah dan 
Bantu.an Sasial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kata 
Pasuruan Tahun 2011 Namar 43) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikata: 

a. Peraturan Walikata Pasuruan Namar 40 Tahun 
2012 (Berita Daerah Kata Pasuruan Tahun 2012 
Namar 40); 

b. Peraturan Walikata Pasuruan Namar 35 Tahun 
2016 (Berita Daerah Kata Pasuruan Tahun 2016 
Namar 35); 

c. Peraturan Walikota Pasuruan Namar 30 Tahun 
2018 (Berita Daerah Kata Pasuruan Tahun 2018 
Namar 30); 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
diberikan kepada satuan kerja dari 
kementerian/ lembaga pemerintah nan­
kementerian yang wilayah kerjanya berada 
dalam daerah pemerintah kata. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf b diberikan kepada daerah atonom 
baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf c diberikan untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf c diberikan dalam rangka untuk 
meneruskan hibah yang diterima Pemerintah 
Kata dari Pemerintah Pusat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah ... 
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(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
( 1) huruf d diberikan kepada: 

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, 
sukarela dan sosial yang dibentuk 
berdasarkan peraturan perundang­
undangan; 

b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan 
sosial yang telah memiliki Surat 
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan 
oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ 
Walikota; 

c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela 
bersifat sosial kemasyarakatan berupa 
Kelompok Masyarakat/kesatuan 
masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat, dan keberadaannya diakui 
oleh Pemerintah Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah melalui pengesahan 
atau penetapan dari pimpinan instansi 
vertikal atau kepala satuan kerja 
perangkat daerah terkait sesuai dengan 
kewenangannya;dan 

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang­
undangan dan memenuhi kriteria yang 
ditetapka oleh Pemerintah Kota sesuai 
kewenangan Pemerintah Kota. 

(6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 
yang berbadan hukum Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf d diberikan kepada Organisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum 
yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan 
yang berbadan hukum perkumpulan, yang 
telah mendapatkan pengesahan badan 
hukum dari Kementerian yang membidangi 
urusan hukum dan hak asasi manusia 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2. Diantara ... 
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2. Diantara Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 
1 ( satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi 
se bagai berikut: 

Pasal 8A 

(1) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri 
yang menmbidangi urusan pemerintahan 
bidang Administrasi Kependudukan dapat 
memperoleh hibah dari Pemerintah Kota 
untuk penyediaan blangko kartu tanda 
penduduk elektronik. 

(2) Hibah dari Pemerintah Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang 
tindih pendanaannya dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dimaknai penyediaan setiap keping 
blangko kartu tanda penduduk elektronik 
tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana, yaitu 
hibah APBD maupun APBN. 

(~) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pada 
ayat (1), hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 
tahun berkenaan. 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal9 

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(5) diberikan dengan persyaratan paling 
sedikit: 

a. memiliki 
domisili; 

kepengurusan di daerah 

b. memiliki keterangan domisili dari 
Lurah/kepala desa setempat atau 
sebutan lainnya; dan 

c. berkedudukan dalam wilayah 
administrasi Pemerintah Kota dan/atau 
badan dan lembaga yang berkedudukan 
di luar wilayah administrasi Pemerintah 
Kota untuk menunjang pencapaian 
sasaran program dan kegiatan 
Pemerintah Kota. 

(2) Hibah ... 



(2) 

(3) 
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Hibah kepada organisasi kemasyarakatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(6) diberikan dengan persyaratan paling 
sedikit: 

a. telah terdaftar pada Kementerian yang 
membidangi urusan hukum dan hak 
asasi manusia; 

b. berkedudukan dalam wilayah 
administrasi Pemerintah Kota; dan 

c. memiliki sekretariat tetap di wilayah 
Pemerintah Kota. 

Apabila dalam NPHD mensyaratkan untuk 
menyediakan dana pendamping maka hibah 
diberikan kepada penerima hibah yang 
bersedia menyediakan dana pendamping. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mula i berlaku pada tanggal 
diundan gkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal ~ Maret 2020 

Plt. WALIKOTA PASURUAN, 

NO PRASETYO 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal .?4- Mc;\rgt 2fJ20 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN 
' 

I 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR to 


